
LAPORAN
HASIL TINDAK LANJUT 

FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMALUNGUN 

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...........................................................................................................
DAFTAR TABEL.....................................................................................................
BAB I.......................................................................................................................
PENDAHULUAN....................................................................................................

1.1 Latar Belakang.........................................................................................
1.2 Tujuan.......................................................................................................
1.3 Manfaat.....................................................................................................
1.4 Ruang Lingkup.........................................................................................
1.5 Prinsip Pelaksanaan.................................................................................
1.6 Pihak yang terlibat....................................................................................

BAB II.....................................................................................................................
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT............................................................
BAB III....................................................................................................................
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT............................................................
BAB IV...................................................................................................................
KESIMPULAN........................................................................................................
LAMPIRAN.............................................................................................................
DOKUMENTASI REALISASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN SKM TRIWULAN

1. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang standar pelayanan publik...........
2. Publikasi persyaratan secara online maupun offline tentang persyaratan

pengurusan dokumen kependudukan................... .....................................
3. Penambahan petugas di meja pelayanan.................................................

.i
ii
1
1
1
2
2
2

3
3
4 
4 
6 
6 
9 
9 
.I

VI
XII

I



DAFTAR TABEL

Tabel I.Tindak Lanjut Rekomendasi FKP Tahun 2024 7

ii



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik sebagai 

upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel maka perlu partisipasi pengguna layanan sebagai 

bentuk kerjasama dalam pemenuhan hak dan kewajiban sehingga diwadahi 

dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk penyusunan kebijakan 

terkait pelayanan publik.

Dasar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di 

Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengamanatkan agar 

setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Wujud pelibatan masyarakat dapat berupa bentuk kerjasama, 

pemenuhan hak dan kewajiban, atau peran aktif dalam penyusunan kebijakan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah bagi penyelenggara 

pelayanan publik dan masyarakat untuk berdialog dan bertukar pikiran terkait 

kebijakan pelayanan publik, termasuk rancangan, penerapan, dampak, dan 

evaluasinya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan harapan publik dengan 

kemampuan penyelenggara, serta meminimalisir dampak negatif kebijakan 

terhadap masyarakat.
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1.2 Tujuan
a. Memperoleh pemahaman hingga solusi;

Penyelenggara Pelayanan dan Masyarakat perlu memperoleh pemahaman 

yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait 

pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang 

ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan 

yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Memberi kesempatan kepada masyarakat.

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan 

yang diterima selaku pengguna layanan

1.3 Manfaat
a. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan 

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;

b. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan 

sampai dampak);

c. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan ;

d. Publik memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau 

sudah ditetapkan oleh penyelenggara layanan;

e. Publik memperoleh kepastian layanan; dan

f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik.

1.4 Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik adalah Kegiatan dialog, diskusi pertukaran 

opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik 

untuk membahas, antara lain : rancangan kebijakan; penerapan kebijakan; 

dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan 

terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
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1.5 Prinsip Pelaksanaan

a. Sederhana;

Mudah dilaksanakan dan mudah diukur.

b. Partisipatif;

Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 

mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

c. Transparansi;

Mudah diakses masyarakat

d. Keadilan;

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua 

masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan 

perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

e. Akuntabel;

Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

f. Berkelanjutan.

FKP harus terus-menerus dilakukan tan sebagai sarana perbaikan 

peningkatan kualitas pelayanan.

1.6 Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah 

Penyelenggara Layanan, Pengguna Layanan, Media Massa, Organisasi 

Masyarakat, Ahli/Praktisi dan Stakeholder pelayanan publik lainnya.
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BAB II
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 400.12/358/2024 tanggal 17 Mei 

2024 diperoleh hasil diskusi dan keputusan bersama sebagai berikut:

No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan Jangka Waktu Penyelesaian
1. Pelayanan admmistrasi kependudukan 

termasuk pelayanan jemput bola yang 
selama ini dilakukan sudah bagus tetapi 
masih belum spesifik dan tepat sasaran 
kepada penduduk rentan. kurang mampu 
dan stunting dalam hal kepemilikan 
dokumen kependudukan

Pelayanan jemput bola adminduk untuk 
selanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dan 
tepat sasaran dengan melakukan koordmasi 
terlebih dahulu ke OPD' lembaga terkait 
mengenai kelompok sasaran yang akan 
dibenkan pelayanan adminduk agar benar- 
benar spesifik dan tepat sasaran

1 tahun dengan data kelompok sasaran yang 
didapatdari OPD1 Lembaga terkait

2 Pengurusan dokumen kependudukan 
kepada masyarakat yang memiliki 
permasatahan dokumen kependudukan 
menjadi sulit dan terkendala karena belum 
dapat diproses sesuai ketentuan dan 
peraturan yang berlaku

Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama terkait 
permasalahan dokumen kependudukan perlu 
dilakukan. Dengan adanya Perjanjian Kerja 
Sama maka permasalahan bagi masyarakat 
untuk kepemilikan dokumen kependudukan nya 
dapat mempunyai solusi yangbaik

Saat ini pembuatan Perjanjian Kerja Sama 
dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Agama terkait permasalahan dokumen 
kependudukan masih dalam proses dan 
setelah penandatangan Perjanjian Kerja
Sama akan segera ditindaklanjuti sesuai 
masa berlaku Perjanjian Kerja Sama

3 Masyarakat masih kurang mengetahui 
tentang Informasi dan Standar Pelayanan 
Admmistrasi Kependudukan. sehingga 
masih kesulitan dalam mengetahui 
persyaratan dokumen yang dibutuhkan 
untuk mer^urus dokumen 
kependudukannya

Perlu ditaksanakan sosiahsasi admmistrasi 
kependudukan baik secara online maupun 
offline yang mencakup ke semua elemen 
masyarakat. karena sosialisasi admmistrasi 
kependudukan yang selama ini dilakukan 
ternyata belum optimal

1 tahun

4 Masih banyak ditemukan data penduduk 
yang tidak online di lembaga pelayanan 
publik. sehingga menyebabkan kesulitan 
dalam mendapatkan pelayanan publik 
seperti BPJS Kesehatan. Bantuan 
Pemenntah. dsb

Perlu dilakukan pelayanan jemput bola terkait 
aktivasi Identitas Kependudukan Digital agar 
masyarakat mempunyai satu data 
kependudukan (single identity) yang valid dan 
tenntegrasi ke semua lembaga pelayanan 
publik Mengmgal juga ke depan Pemenntah 
Republik Indonesia ke depannya akan 
menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektromk (SPBE) dalam membenkan 
pelayanan

1 tahun
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Jangka waktu penyelesaian perbaikan yang harus dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Fencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari hasil keputusan 

bersama tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu tahun 2025.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah bukti komitmen dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan 

perbaikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kabupaten 

Simalungun.

Tindak lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) harus dilakukan untuk 

memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Tanpa tindak lanjut, hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) hanya akan menjadi 

dokumen formal tanpa dampak nyata. Tindak lanjut yang tepat akan mewujudkan 

perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dan memenuhi harapan masyarakat.
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BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah didiskusikan dan diputuskan 

bersama oleh Penyelenggara Layanan, Pengguna Layanan dan Pemangku 

Kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dapat digambarkan 

tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 1. Tindak Lanjut Rekomendasi FKP Tahun 2024

No Rencana Tindak Lanjut Apakah RTL Telah 
Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum)

Deskripsi Tindak Lanjut 
(Mohon Dijabarkan)

Dokumentasi
Kegiatan

Tantangan/
Hambatan

1. Peningkatan kapasitas SDM Belum Kegiatan Pelatihan 
kapasitas SDM belum 
dapat dilasanakan 
dikarenakan adanya 
efisiensi anggaran

Tidak ada Adanya efisiensi 
anggaran 
mengakibatkan 
kegiatan tidak 
dapat
dilaksanakan

2. Sosialisasi kepada Masyarakat 
tentang standar pelayanan publik

Sudah Kegiatan Dukcapil
Menyapa Masyarakat yang 
mensosialisasikan Standar 
Pelayanan Publik

Ada

3. Forum Konsultasi Publik dengan 
Masyarakat dan Pemangku 
Kepentingan

Belum Kegiatan yang 
mengundang Masyarakat 
dan Pemangku
Kepentingan untuk 
melakukan forum diskusi 
dalam perbaikan tentang 
Standar Pelayanan Publik 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Simalungun

Belum ada Kegiatan akan 
dilaksanakan di 
triwulan III Tahun 
2025

4. Publikasi secara online maupun 
offline tentang persyaratan
pengurusan dokumen
kependudukan

Sudah Kegiatan berupa publikasi 
informasi tentang 
persyaratan pengurusan 
dokumen kependudukan

Ada

5. Penambahan petugas di meja Sudah Sudah terdapat 9 Meja Ada -

pelayanan Layanan di Disdukcapil dan 
20 titik Layanan Perekaman 
dan Pencetakan KTP EL di 
Kecamatan
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, dari 5 item rencana tindak lanjut 

yang sudah diwacanakan untuk dilakukan pada tahun 2025 , ada 1 rencana tindak 

lanjut yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran 

yaitu Peningkatan kapasitas SDM, dan ada 1 rencana tindak lanjut yang belum dapat 

dilaksanakan yaitu Forum Konsultasi Publik dengan Masyarakat dan Pemangku 

Kepentingan karena diwacanakan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025 yaitu 

pada bulan Juli 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tetap 

berkomitmen menindaklanjuti usulan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang 

disepakati pada tahun 2024. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang 

mengakibatkan tidak terlaksananya rencana tindak lanjut tersebut.
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BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut hasil forum 

konsultasi publik tahun 2024 sebanyak 60% (prosentase dihitung dari realisasi tindak 

lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%) di tahun 2025.

Hal tersebut disebabkan ada 1 rencana tindak lanjut yang tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yaitu Peningkatan 

kapasitas SDM, dan ada 1 rencana tindak lanjut yang belum dapat dilaksanakan yaitu 

Forum Konsultasi Publik dengan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan karena 

diwacanakan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

Pamatang Raya, Mei 2025

Kepaia Dinas Kependudukan dan

Korn, M.Si 
0502 2005
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Lampiran

DOKUMENTASI REALISASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN 
BERDASARKAN HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2024

1. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang standar pelayanan publik

a. Kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat

Dengan kegiatan ini, penyampaian informasi tersampaikan secara langsung 
kepada masyarakat tentang standar pelayanan publik dan informasi administrasi 
kependudukan yang terbaru. Dalam kegiatan ini terjadi komunikasi dua arah 
sehingga Masyarakat dapat bertanya secara langsung mengenai persyaratan, 
prosedur, mekanisme tentang kepengurusan dokumen kependudukan.
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b. Melalui media sosial

5 Disdukcapil Kab.Simalungun
8..:

Halo sahabat dukcapil simalungun! 
Berikut informasi produk layanan Disduk-

X

Lihat selengkapnya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KAB. SIMALUNGUN

PRODUK LAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMALUNGUN

I. PENERBITAN BIODATA KEPENDUDUKAN 
2 PEREKAMAN KTP-EL
3. PENCETAKKAN KTP-EL
4. PENERBITAN KARTU IDENTlTAS ANAK (K1A)
5. PENERBITAN KARTU KELUARGA
6. SKTT BAG! WNA
7. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
8. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMAT1AN
9 PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAW1NAN 
10. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
II. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
12. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGANGKATAN ANAK
13. KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK
14. SURAT KETERANGAN PINDAH WNI/WNA
15. PENCATATAN PERUBAHAN MAMA STATUS KEWARGANEGARAAN DAN 

PERISTIWA RENTING LAINNYA
16. PELAPORAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN. KEMATIAN, PERKAW1NAN DAN 

PERCERAIAN WNI Dl LUAR NEGERt
17. AKTIVASIIOENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
18. PENCARIAN DATA KEPENDUDUKAN
19. PENGELOIAAN PENGADUAN
20. PENGIRIMAN DQKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI JASA PENGIRIMAN
21. LEGALISASI DQKUMEN KEPENDUDUKAN

Mm

SEMUA QOKUMEfc 
KSPEMQUSUKAJ! SHA’ 
TfOAK DIPUf-tfttiT BiA'

0819 8707 9936 tclin only)
-T* . ■■ ■/. A
^ disdti kCApit.Kmaiu ngu n_1208 

Oisdukc«pii JUfe,S*mal*m*un

Disdukcapil Kab.Simalungun
dip ^

Halo sahabat dukcapil simalungun!
Berikut informasi produk layanan Disduk- - Lihat selengkapnya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KAB. SIMALUNCUN

r PRODUK LAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMALUNGUN

I. PENERBITAN BIODATA KEPENDUDUKAN 
2 PEREKAMAN KTP-EL
3. PENCETAKKAN KTP-EL
4. PENERBITAN KARTU IDENTlTAS ANAK (KIA)
5. PENERBITAN KARTU KELUARGA
6. SKTT BAG! WNA
7. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
8. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN
9. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWfNAN
10. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
II. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
12. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGANGKATAN ANAK
13. KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK
14. SURAT KETERANGAN PJNOAH WNlfWNA
15. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA STATUS KEWARGANEGARAAN DAN 

PERISTIWA PENTING LAINNYA
16. PELAPORAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KEMATIAN, PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN WNI 01 LUAR NEGERI
17. AKTIVASI IDENTlTAS KEPENDUDUKAN DIGITAL 
IS. PENCARIAN DATA KEPENDUDUKAN
19. PENGELOLAAN PENGADUAN
20. PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI JASA PENGIRIMAN
21. LEGALISASI DQKUMEN KEPENDUDUKAN

X

SEMUA DOKUMeN 
KSPiNWlOlHCANr GRATIS TU>AK| OIPUMGU Y BIAYA
HHmiI

0619 5707 9936 (chat only) 

disdukcapil jdmalun£un.i208 

DMukuiiK Xab.Stm«iun(un
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'Instag'iam<-

& cfcsdukc api_ 5jm*ktngun_ 1298

STANDAR PELAYANAN 
AKTA KEMATIAN

PfR$y*RATAN
I.Surtt KHt»ttf«n Kamatlan dari l>ftngulu/lur«lt.
2.. Sural K»t«r«ng*n Kematun dar» RS jik* m«n«ngg«i di RS
3. Sural X«Uf«»g«n 4*ri KapoRiian bag* kamatian 

ttw«f«ng yang tidak jaias tfcmfuiRyi itau salinan 
Nnteapan Pangadtian bag» wuoring yang tHlak jrlas 
kvfearadaannya kararv* hilang Jtau matt tatapi tidak 
rfitamukan |«nauhnya.

4. Fat ocopy Kartu KtkMf|a
5. Nitocopy KTMI yang maninggal (Jifca Ada)
AFotacopy K?P*a11MtUpttr
7.fftt{«opy Akta NitiwiMA / »uku NNtih {JikJt atfi)
8 Surat KuiM M OT (apabtta yg mangurus tSdak tardaftar 

tfaiam kartu ktiwarp)
ft.Formtilir N(*)Mran XtiMtian | f 2 21}

K*©s&* D-n*% Kaptatdtakiian dan. J-’affteataias*. I&ptfa*
Tsjorlf f *> Xcsts. M V

*WM*ia* aaaftiOjNt..008 (MPT IW Ah* ft*,:

O Q V R
<Ssdukc^3il.ft*ma*un^#n.t20* ANfWt Pf'L A/ANAfci A*.? A KStAATlAW

StAfxt^j Pasayaran pwnuatan Akta kemmi*?. ■ii Dma% KeoendusMuM* 
dan Catalan Sip-i S*ma!uf*gwsr. mangacj paste p*e*a?oran
mr-jrd&rig yang ft^rlakb

Dtsdukcap'l Kat> Simalungun Tiarli E Sinaga

STANDAR PELAYANAN AKTA KEMATIAN

Stand&r Pet ay anan perntmatan Akta Kem&tian a* D*nas 
K«pen<kidukan eta?) Catalan S*pd {O&dukcaptt} Sim^i^un
rnengacu pada peraturan perundang undangan yang ocraku

« stanoarpetayanan

STANDAR PELAYANAN 
AKTA KEMATIAN

PE RfyAftATAM
1 Surat KtttrMtfim K«mati*n dtri Panguiu/turah.
2. Surat Kcttrangin Kamatian dart Its jtka meninggaf di MS
3. Surat Katarangar* dari K«po4it4*rt bag* kamatian 

Mfwanf yang tidak ftiat idantitasnya atau Saiinan 
Panatapart Partgaditan bag* aasaorang yang tidak |«ias 
kabaradaaisnya karana hrlang atau matt tatapi tidak 
ditamukan janazafmya.

A Pot ©copy Kartu Katuarga
SJototopy KTP ai yang meningga) (|ika Ada)
6, fatacapy KYP-el paiapar
7, Fotocopy Akta Perkawman / Buku ttikah <|ika adal
8, Surat Kuasa F1,07 (apakita yg manguru* tidak tardattar 

da lam kartu keluarga)
I Formulir Pataparan Kamatian < 72-28)

kapasa Krnrndudvkan d*n.P*wteat»t4n.?wpii
at*

T«*rt» f Vnaga. , M $>:

n -■■<*ft*a*p*.-i*ftt>a uoa oa*iww*ewft,

& O S) ■ &
o



2. Publikasi persyaratan secara online maupun offline tentang persyaratan 
pengurusan dokumen kependudukan

a. Publikasi secara offline melalui Papan informasi tentang Persyaratan

7. fm

STANDAR PEIAYANAN

Ponerbitan Kortu Keluarga (KK) 
Elektronlk (KTP-el)

No. Dokumen 05.1/DISDUKCAPIUTAHUN2020
Rovisi
Tfll. Efoktif : 28 FEBRUARI 2020

Unit Kerja : Bxjang Peiayanan Peodaftaran Penduduk

A i i I j

NO Komponen Uraian

1. Persyaratan
Administrasi

---------------------—*------ ---------------------------------------------- ---------------- ------------------ - '
a. Telah berusia 17 tahun aiau sudah / pemah menikah
b. Fotokopi Kartu Keluarga KK SIAK

2, Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur

| Slop 01

' Mwntma Ho"

____________________ /Sk

KTR-®( (Opofotwr SUK) ! *>t«p 03 fl ffl ....

■ iPI ■ M*P04 0O*i
M {r«tu90« ^«nc«tokan)

Slop j iwrwnon

~3~ Jangka Wakfu 
Peiayanan 5 (lima) han Keqa

4_ Biaya / Tarif a Rp 0.-

Produk Peiayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
~6~ Penanganan 

Pengaduan.saran 
dan masukan

3 * O k..», #
b; ........ • .o* |
C. 1 i **’u“u
di © — • '*«•»• ........tr**
e ! *2> Of>|-> WO/ 4NU* <W>UI uni, > £ **
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STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kutipan Akta 
Kelahiran

No. Ookumen 
Revist 
Tgl. Efektlf
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Unit Kerja : Bidaftg Pelayanan Pendaftaran Penduduk
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b. Publikasi secara offline melalui Running Banner
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c. Publikasi secara online melalui media sosial
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d. Pemberian Leaflet kepada Masyarakat
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3. Penambahan petugas di meja pelayanan
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